WALI KOTA TARAKAN
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 48 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TARAKAN
NOMOR 31 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019-2024
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TARAKAN,

Menimbang : a. bahwa  sehubungan dengan  diundangkannya
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019-2024
perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana
Stategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Wali Kota Tarakan tentang Perubahan atas Peraturan
Wali Kota Nomor 31 Tahun 2019 tentang Rencana
Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 di
Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;




Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3711);

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir terakhir dengan
Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta
Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




9.

10.

i1,

12,

13,

14.

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 1
Tahun 2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017-2037 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2017 Nomor
1);

Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor
Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran
Daerah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 Nomor
S);

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 2 Tahun 2010

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kota Tarakan Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kota Tarakan Tahun 2010 Nomor 2);




15. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2016 Nomor
20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tarakan Nomor
11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Tarakan Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tarakan
Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota
Tarakan Tahun 2020 Nomor 60);

16. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024 (Lembaran
Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 40),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Tarakan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 5 Tahun
2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 - 2024
(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2021 Nomor
60);

17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan Tahun
2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun
2021 Nomor 64);

18. Peraturan Wali Kota Nomor 31 Tahun 2019 tentang
Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024
Di Lingkungan Pemerintah Kota Tarakan (Berita
Daerah Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 259);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 31 TAHUN
2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA TARAKAN.




Pasal I
Mengubah Lampiran Peraturan Wali Kota Tarakan Nomor 31 Tahun 2019
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 (Berita Daerah
Kota Tarakan Tahun 2019 Nomor 259) terkait indikator program, kegiatan dan
sub kegiatan serta penyesuaian target sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Peraturan = Wali Kota

ini.
Pasal I

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 30 Desember 2021

WALI KOYA TARAK ’

Diundangkan di Tarakan
pada tanggal 30 Desember 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,

ol

A. HAMID

BERITA DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2021 NOMOR 458




LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA TARAKAN

NOMOR 438 TAHUN 2021

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA TARAKAN NOMOR 31
TAHUN 2019 TENTANG RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2019-2024 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TARAKAN

1. Perubahan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Tahun 2019-2024

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan merupakan tolok ukur berkembang atau majunya suatu
bangsa, dan selanjutnya pembangunan terarah akan mencerminkan mobilitas
pembangunan menjadi kondusif ke arah yang lebih modernis. Oleh karena itu
dengan proses mekanisme perencanaan pembangunan yang
berkesinambungan dan terprogram, implementasi dari pembangunan
menjadi aspek penting bagi suatu bangsa.

Perencanaan pembangunan daerah adalah satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional. Hal ini dimaksud agar perencanaan
pembangunan daerah senantiasa konsisten, sejalan dan selaras dengan
kebijakan perencanaan pembangunan dari pemerintah pusat dan pemerintah
provinsi serta kabupaten/kota.

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah sebagaimana
diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945, otonomi daerah dimaksudkan
untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui
peningkatan pelayanan, pemberdayaan peran masyarakat, serta peningkatan
daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan,
keadilan dan kekhasan setiap daerah dalam kerangka Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).

Efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah sangat
ditentukan oleh baik buruknya manajemen pemerintahan termasuk kualitas

perencanaan pembangunan. Karena itu fokus pembangunan harus
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f. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan,;
g. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
h. Penutup.

Dokumen Perubahan Renstra Sekretariat Daerah disusun melalui
tahapan persiapan penyusunan, penyusunan rancangan hingga penyusunan
rancangan akhir Renstra. Penyusunan Perubahan Renstra Sekretariat Daerah
Kota Tarakan berpedoman pada Perubahan RPJMD Kota Tarakan Tahun 2019
-2024.

Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah
Kota Tarakan Tahun 2019-2024, merupakan bentuk pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional. Undang-Undang ini secara substantif mengamanatkan penyusunan
Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk
periode S (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan
mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD, serta untuk mendukung
suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah
ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) Kota Tarakan Tahun 2019-2024. Dalam rangka
melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Sekretariat Daerah
serta dengan adanya Peraturan Walikota Nomor 60 Tahun 2020 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Sekretariat Daerah, maka disusunlah Perubahan Renstra Sekretariat Daerah
sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan
Pemerintah Kota Tarakan.

Perubahan Renstra Sekretariat Daerah memuat gambaran keadaan
yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam
bentuk pernyataan tujuan, sasaran hingga strategi yang akan dijalankan
selama kurun waktu 5 tahun kedepan yaitu 2022 sampai 2024 dengan
kondisi existing tahun 2019-2020 dan menterjemahkan perencanaan
pembangunan setiap tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan
terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kota Tarakan.

Keterkaitan antara Perubahan Renstra Sekretariat Daerah Kota Tarakan
Tahun 2019-2024 dengan Perubahan RPJMD Kota Tarakan 2019-2024 dapat
dilihat pada Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat
Daerah Kota Tarakan sebagai upaya pencapaian sasaran pembangunan
Pemerintah Kota Tarakan dalam mewujudkan Tata Kelola pemerintahan yang

baik (good governance).
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10.

14
12.

13,

14.

15.

16.

14,

18,

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalain dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelnggaraan Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tatacara Perencanaan, pengendalian dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah seta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembanguna Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 100 Tahun 2018 tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 114 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub
Urusan Kebakaram Daerah Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang
Standart Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan
Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menegah Daerah Kota Tarakan Tahun 2005 - 2023;
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BAB II Gambaran Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tarakan
2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah
2.2. Sumber Daya Sekretariat Daerah
2.3. Kinerja Pelayanan Sekretariat Daerah
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan
Sekretariat Daerah
BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sekretariat Daerah
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah
3.3. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis
3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis
BAB IV Tujuan dan Sasaran
4.1. Tujuan
4.2. Sasaran
BAB V Strategi dan Arah Kebijakan
BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan
BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
BAB VIII Penutup

BAB 11
GAMBARAN PELAYANAN SEKRETARIAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah SOTK No. 9 Tahun 2020 dan Peraturan
Walikota Tarakan Nomor 60 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota
Tarakan, maka Sekretariat Daerah memiliki tugas, fungsi dan kewenangan
sebagai berikut :

SEKRETARIAT DAERAH
Kedudukan
(1) Sekretariat Daerah Merupakan Unsur Staf;
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» Sub Bagian, Dokumentasi dan Informasi Hukum
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

* Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
* Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD
» Sub Bagian Perekonomian
*» Sub Bagian Sumber Daya Alam

* Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa
=  Sub Bagian Penyusunan Program
» Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
» Sub Bagian Pengadaan Barang Jasa

Asisten Administrasi Umum

1. Bagian Umum
* Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
* Sub Bagian Keuangan
* Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

2. Bagian Organisasi
» Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan
* Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana
* Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi

3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan
* Sub Bagian Protokol
* Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan

Staf ahli

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Kemasyarakatan
Staf ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan
Staf ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Administrasi
Umum

Kelompok Jabatan Fungsional

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT
1. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah unsur pembantu
Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah.
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas
membantu Sekretaris Daerah dalam penyusunan kebijakan daerah di

bidang pemerintahan, hukum dan kesejahteraan rakyat dan
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Bagian Pemerintahan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan

fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang administrasi
pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerja sama dan otonomi
daerah;

b. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan
kerjasama dan otomoni Daerah;

Cc. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan kerjasama dan otonomi Daerah;

d. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah di bidang administrasi pemerintahan, administrasi
kewilayahan dan kerjasama dan otonomi Daerah;

e. penyiapan bahan pelaksanaan pembinaaan administrasi di bidang
administrasi pemerintahan, administrasi kewilayahan dan kerjasama
dan otonomi Daerah; dan

f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Pemerintahan
dan Kesejahteraan Rakyat yang berkaitan dengan tugasnya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, Bagian Pemerintahan dibantu

oleh sub-sub bagian lingkup Bagian Pemerintahan yang merupakan

unsur pelaksana administratif.

Bagian Pemerintahan membawahi : Sub Bagian Administrasi

Pemerintahan, Sub Bagian Administrasi Wilayah Pemerintahan, dan Sub

Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah

Masing-masing sub bagian dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang

dalam menyelenggarakan kegiatan kedinasan berkedudukan langsung di

bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian.

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
Sub Bagian Administrasi Pemerintahan mempunyai tugas :
a. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan daerah bidang
administrasi pemerintahan;
b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang
administrasi pemerintahan;
c. menyiapkan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang

pemerintahan umum , administrasi kependudukan dan pencatatan
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Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah

Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah mempunyai tugas :

a.

menyusun bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
(LPPD);

menghimpun  bahan ringkasan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah;

melaksanakan fasilitasi penerapan Standar Pelayanan Minimal
Perangkat Daerah;

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses pengusulan,
pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah;

memfasilitasi pengusulan izin dan cuti Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah;

menyusun bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban dan
Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah;

melaksanakan fasilitasi dan koordinasi proses administrasi pergantian
antar waktu pimpinan dan anggota legislatif;

melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah
bidang otonomi daerah;

menyiapkan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kerja
sama daerah dalam negeri,;

melaksanakan pengolahan data kerja sama daerah dalam negeri;
melaksanakan pengendalian dan perumusan data hasil kerja sama
daerah dalam negeri,

melaksanakan fasilitasi forum dan asosiasi Pemerintah Daerah;

. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kerja sama daerah dalam

negeri yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kabupaten/Kota;

melaksanakan penyusunan laporan hasil pelaksanaan kerja sama
daerah dalam negeri; dan

melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Pemerintahan.

Sub Bagian Kerja Sama dan Otonomi Daerah dalam melaksanakan tugas,

menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan informasi dan laporan,

penyusunan standar pelayanan minimal, fasilitasi, koordinasi tugas dan

fungsi, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan,
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d. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan di bidang
sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan
keagaman;

e. menyiapkan bahan pertimbangan pemberian bantuan di bidang
sarana peribadatan, sarana pendidikan agama dan pendidikan
keagamaan;

f. menyiapkan bahan mengoordinasikan dan melakukan perumusan
kebijakan Daerah di bidang lembaga dan kerukunan keagamaan;

g. menyiapkan dan mengoordinasikan bahan pedoman pembinaan

lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;

h. melakukan pembinaan, fasilitasi dan pengembangan kerja sama
antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama;

I.  menylapkan bahan pengolahan data, saran, pertimbangan serta
koordinasi kegiatan dan penyusunan laporan program pembinaan
umat beragama dan kerja sama antar lembaga keagamaan;

J. melakukan koordinasi lintas sektoral dan pertemuan/rapat-rapat
koordinasi di bidang kerukunan umat beragama dan serta kerja sama
antar lembaga keagamaan;

k. memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksana kegiatan kerukunan
umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga
keagamaan;

.  memfasilitasi dan mengoordinasikan kegiatan musyawarah antar
umat beragama dan aliran kepercayaan;

m. menyiapkan bahan dan mengoordinasikan kegiatan forum kerukunan

umat beragama dan konsultasi kerukunan hidup antar umat
beragama dan aliran kepercayaan,;

n. melakukan koordinasi kerja sama sosial kemasyarakatan dan
konsultasi penanggulangan secara dini masalah dan kasus
kerukunan hidup antar umat beragama dan aliran kepercayaan;

o. malakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat
beragama dan aliran kepercayaan;

p. menyiapkan bahan, dan melakukan pemantauan dan evaluasi
kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan; dan

q. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat.

2. Sub Bagian Bina Mental Spiritual dalam melaksanakan tugas,

menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan kebijakan,
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dan keluarga berencana serta pelaksanaan administrasi Bagian

Kesejahteraan Rakyat.

Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat

1. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan  pengoordinasian perumusan  kebijakan
Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang
pariwisata;

b. menyiapkan bahan  pengoordinasian pelaksanaan kebijakan
Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang
pariwisata;

c. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kebijakan Pemerintah Daerah di bidang kepemudaan dan lahraga,
dan bidang pariwisata;

d. menyiapkan bahan pelayanan administrasi penyelengaraan urusan
pemerintah bidang kepemudaan dan olahraga, pariwisata dan
kemasyarakatan lainnya; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat.

2. Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat dalam melaksanakan tugas,
menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan kebijakan,
pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi
program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi
dan sumber daya di bidang kepemudaan dan olahraga, dan bidang

pariwisata serta pelaksanaan administrasi Bagian Kesejahteraan Rakyat.

Bagian Hukum
1. Bagian Hukum mempunyai tugas:membantu Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat dalam melaksanakan penyiapan perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan kebijakan daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pelaksanaan
pemantauan dan evaluasi di bidang peraturan perundang-undangan,
bantuan hukum dan dokumentasi dan informasi hukum.
2. Bagian Hukum dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang peraturan
perundang-undangan, bantuan hukum serta dokumentasi dan

informasi hukum;
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b. melaksanakan fasilitasi bantuan hukum, konsultasi hukum dan
pertimbangan hukum serta perlindungan hukum bagi unsur
Pemerintah Daerah dalam sengketa hukum baik di dalam maupun
di luar pengadilan;

c. melasanakan koordinasi dan fasilitasi kerja sama dalam penanganan
perkara hukum;

d. melaksanakan koordinasi dan evaluasi penegakan dan perlindungan
Hak Asasi Manusia (HAM);

e. menyiapkan bahan penyusunan pendapat hukum (legal opinion);
melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap hasil penanganan
perkara sengketa hukum; dan

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Hukum.

. Sub Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi penyiapan

bahan penyusunan kebijakan dan koordinasi pembinaan dan petunjuk

pelaksanaan di bidang penyelesaian sengketa hukum, pemberian
bantuan dan perlindungan hukum pada semua unsur di lingkungan

Pemerintah Daerah, pemajuan hak asasi manusia, evaluasi dan

pelaporan hasil penanganan serta pelaksanaan administrasi Bagian

Hukum.

Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
1. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum mempunyai tugas :
a. melaksanakan inventarisasi dan dokumentasi produk hukum
daerah dan peraturan perundang-undangan lainya;
b. menghimpun serta mengolah data dan informasi sebagai bahan
dalam rangka pembentukan kebijakan daerah;
c. melaksanakan pengelolan jaringan dokumentasi dan informasi
hukum;
d. memberikan pelayanan administrasi informasi produk hukum;
e. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan diseminasi produk
hukum daerah maupun peraturan perundang-undangan lainnya,;
f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan terhadap dokumentasi dan
informasi produk hukum daerah; dan
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Hukum.
2. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum menyelenggarakan

fungsi penyiapan bahan inventarisasi, dokumentasi produk hukum
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Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas

membantu Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam

melaksanakan  pengoordinasian  perumusan  kebijakan  daerah,
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan dan
evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan Badan

Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),

perekonomian, dan sumber daya alam.

Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di
bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber
daya alam;

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang BUMD dan BLUD, perekonomian, dan sumber daya
alam;

C. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan, dampak yang tidak
diinginkan, dan faktor yang mempengaruhi pencapaian tujuan
kebijakan di bidang pembinaan BUMD dan BLUD, perekonomian, dan
sumber daya alam; dan

d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Perekonomian

dan Pembangunan yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD

Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD mempunyai tugas:

a. menyiapkan bahan perumusan penetapan kebijakan teknis
pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Layanan Umum
Daerah;

b. menyiapkan bahan pembinaan pengelolaan Badan Usaha Milik
Daerah dan Badan Layanan Umum Daerah;

c. melakukan analisa perkembangan dan pencapaian kinerja Badan
Usaha Milik Daerah dan badan Layanan Umum Daerah;

d. melakukan monitoring dan evaluasi badan Usaha Milik Daerah dan
Badan Layanan Umum Daerah; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Perekonomian dan Sumber Daya Alam.
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terpadu satu pintu serta pelaksanaan administrasi Bagian Perekonomian

dan Sumber Daya Alam.

Sub Bagian Sumber Daya Alam

1. Sub Bagian Sumber Daya Alam mempunyai tugas :

a. menyusun bahan dan data serta analisa di bidang pertanian,
perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, energy sumber
daya mineral atau alam dan lingkungan hidup;

b. menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pertanian,
perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya
mineral atau alam dan lingkungan hidup;

c. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait terhadap pelaksanaan
kegiatan penyiapan bahan dan pelaksanaan pertanian, perkebunan,
ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya mineral atau
alam dan lingkungan hidup;

d. menyusun bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan dan pedoman
umum kegiatan pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan,
perikanan, sumber daya mineral atau alam dan lingkungan hidup;

e. melaksanakan pemantauan dan evaluasi serta pelaporan di bidang
pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan,
sumber daya mineral atau alam dan lingkungan hidup;

I memfasilitasi dan pembinaan di bidang pertanian, perkebunan,
ketahanan pangan, peternakan, perikanan, sumber daya mineral atau
alam dan lingkungan hidup;

g. memfasilitasi kegiatan di bidang pertanian, perkebunan, ketahanan
pangan, peternakan, perikanan, sumber daya mineral atau alam dan
lingkungan hidup; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

2. Sub Bagian Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi penyiapan
bahan penyusunan analisa kebijakan, koordinasi, pemantauaan evaluasi
dan pelaporan, fasilitasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang
pertanian, perkebunan, ketahanan pangan, peternakan, perikanan,
energi sumber daya mineral atau alam dan lingkungan hidup serta

pelaksanaan administrasi Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

SETDA - 23




e. melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan
program pembangunan daerah;

f. melaksanakan penyusunan program pembangunan dalam rangka
mengembangkan akses pembangunan daerah,;

g. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi penyusunan program
pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak
lain dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah;

h. melakukan  monitoring, evaluasi dan  pelaporan  program
pembangunan daerah; dan

i.melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa.

Sub Bagian Penyusunan Program dalam melaksanakan tugas

menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan penyusunan program,

koordinasi, sosialisasi, fasilitasi, monitoring evaluasi dan pelaporan,
petunjuk pelaksanaan di bidang perencanaan pembangunan daerah serta
pelaksanaan administrasi Bagian Administrasi Pembangunan, Pengadaan

Barang dan Jasa.

Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas :

a. menyusun rencana kegiatan pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pembangunan;

b. menyusun bahan kebijakan pengendalian pembangunan yang
diselenggarakan pemerintah maupun swasta agar pembangunan
sesuai dengan program pembangunan daerah,

c. menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan
pembangunan dalam rangka pengendalian, evaluasi dan pelaporan
pembangunan daerah;

d. melaksanakan koordinasi dengan berbagai pihak dalam rangka
mengurangi tingkat resiko dan kerugian akibat pelaksanaan program
pembangunan baik oleh pemerintah maupun swasta,

e. mengendalikan sinergitas program pembangunan baik oleh lembaga
pemerintah maupun swasta;

(# melaksanakan  pembinaan dan  fasilitasi dalam  rangka
pengendalian pelaksanaan program pembangunan;

g. menyusun dan melaksanakan rencana monitoring dan pelaporan

program pembangunan daerah;
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€.

2.

melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan, Pengadaan Barang dan Jasa.

Sub Bagian Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi
penyiapan perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian perumusan
kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan
pengadaan barang dan jasa, pengelolaan layanan pengadaan secara
elektronik, pembinaan dan advokasi pengadaan barang dan jasa serta
pelaksanaan  administrasi Bagian Administrasi Pembangunan,

Pengadaan Barang dan Jasa.

ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Asisten Administrasi Umum yang selanjutnya disebut Asisten III adalah

unsur pembantu Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan

b

ertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.

Asisten Administrasi Umum mempunyai tugas membantu Sekretaris

Daerah dalam pelaksanaan kebijakan, penyusunan kebijakan daerah dan

p

engoordinasian penyusunan kebijakan daerah di bidang umum,

organisasi,

Asisten Administrasi Umum menyelenggarakan fungsi:

a.

pelaksanaan kebijakan di bidang umum, protokol dan komunikasi
pimpinan;
penyusunan kebijakan daerah di bidang organisasi;
pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat Daerah di bidang
organisasi;
penyiapan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang umum,
organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
organisasi;

penyiapan pelaksanaan pembinaan administrasi dan Aparatur Sipil
Negara (ASN) pada instansi daerah; dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Daerah di
bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan yang

berkaitan dengan tugasnya.

Bagian Organisasi
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i. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Organisasi.
Sub Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan menyelenggarakan fungsi
penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan, binaan dan petunjuk
pelaksanaan di bidang analisis organisasi, peningkatan kapasitas
kelembagaan, evaluasi kelembagaan, penyusunan analisis jabatan,
formasi jabatan, standar kompetensi jabatan, fasilitasi dan evaluasi
pelaksanaan analisis jabatan pada Perangkat Daerah serta pelaksanaan

administrasi Bagian Organisasi.

Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana

Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana mempunyai tugas :

a. menyusun pedoman tata naskah dinas, pakaian dinas, jam kerja,
metode kerja, prosedur kerja, dan pola hubungan kerja;

b. menyiapkan bahan pembinaan serta bimbingan teknis di bidang
ketatalaksanaan dan pelayanan publik bagi unit kerja/organisasi
Perangkat Daerah di lingkngan Pemerintah Daerah;

c. melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi penyusunan Standar
Pelayanan Publik (SPP);

d. menghimpun dan memfasilitasi Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang disusun oleh masing-masing Perangkat Daerah;

e. menyiapkan bahan monitoring dan evaluasi pelayanan publik;

f. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi inovasi pelayanan publik.

Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana menyelengarakan fungsi

penyiapan bahan pedoman tata naskah, sosilisasi dan fasilitasi standar

pelayanan publik, standar operasional prosedur, monitoring evaluasi dan
inovasi pelayanan, koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan petunjuk
pelaksanaan di bidang pelayanan publik dan tata laksana serta

pelaksanaan administrasi Bagian Organisasi.

Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi
Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi mempunyai tugas:
a. menyusun bahan kebijakan teknis Peningkatan Kinerja dan
Reformasi Birokrasi;
b. menyusun bahan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP);

c. menyusun road map reformasi birokrasi;
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persuratan, kepegawaian Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris
Daerah, Staf Ahli, dan rapat-rapat dinas;
c. melaksanakan pengelolaan kearsipan; dan
d. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.
Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian
menyelenggarakan fungsi pelaksanakan administrasi perkantoran,
pengelolaan  kerasipan, pemantauan dan evaluasi koordinasi,
pelaksanaan, pembinaan dan petunjuk pelaksanaan di bidang
kepegawaian, Sekretariat Daerah, surat menyurat, tata usaha pimpinan

dan staf ahli serta pelaksanan administrasi Bagian Umum.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas :

a. melaksanakan urusan rumah tangga Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah;

b. melaksanakan penyediaan akomodasi, jamuan, makanan dan
minuman untuk kegiatan Pemerintah Daerah, Tamu Pemerintah
Daerah dan rapat-rapat;

c. melaksanakan kebijakan pengamanan, pemeliharaan sarana dan
prasarana serta menjaga kebersihan kantor di lingkungan Sekretariat
Daerah;

d. melaksanakan kebijakan pengadaan perlengkapan Kepala Daerah
dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat Daerah;

e. melaksanakan kebijakan pengelolaan, penggunaan, pengendalian dan
pemeliharaan kendaraan dinas Kepala Daerah dan Wakil serta
Sekretariat Daerah serta kendaraan dinas operasional dan sewa
kendaraan;

f. melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana, menjaga
kebersihan dan pemeliharaan Rumah Dinas Kepala Daerah dan Wakil
serta Rumah Dinas Sekretariat Daerah;

g. melaksanakan penyiapan sarana dan prasarana untuk mendukung
kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Sekretariat
Daerah; dan

h. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Umum.

Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi

pelaksanaan penyiapan, pengamanan, pemeliharaan sarana dan

prasarana kantor, pengoordinasian, pelaksanaan dan kebijakan, evaluasi
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evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang protokol, komunikasi

pimpinan dan dokumentasi.

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan menyelenggarakan fungsi :

a. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang protokol,
komunikasi pimpinan, dan dokumentasi,

b. penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas Perangkat
Daerah di bidang protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi;

c. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
daerah terkait protokol, komunikasi pimpinan, dan dokumentasi; dan

d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi

Umum yang berkaitan dengan tugasnya.

Sub Bagian Protokol

Sub Bagian Protokol mempunyai tugas:

a. melaksanakan tata protokoler dalam rangka penyambutan tamu
Pemerintah Daerah;

b. menyiapkan bahan koordinasi dan/atau fasilitasi keprotokolan;

c. menyiapkan bahan informasi acara dan jadwal kegiatan Kepala
Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

d. menginformasikan jadwal dan kegiatan Pemerintah Daerah;

e. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah;

f. melaksanakan administrasi Bagian Protokol dan Komunikasi
Pimpinan; dan

g. melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Protokol
dan Komunikasi Pimpinan.

Sub Bagian Protokol menyelenggarakan fungsi penyiapan bahan

penyusunan tata protokoler, informasi jadwal acara, koordinasi dan

fasilitasi keprotokolan serta pelaksanaan administrasi Bagian Protokol

dan Komunikasi Pimpinan.

Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan
Sub Bagian Komunikasi dan Dokumentasi Pimpinan mempunyai tugas:
a. menjalin hubungan dengan berbagai pihak terkait pelaksanaan fungsi
juru bicara pimpinan daerah;
b. memberikan masukan pada pimpinan daerah tentang penyampaian

informasi tertentu ;
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b. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan; dan
c. Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Administrasi Umum.

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pada masing-masing Perangkat Daerah dan unit kerja Perangkat Daerah
dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan
kebutuhan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional
yang terbagi dalam berbagai kelompok tenaga fungsional sesuai dengan
bidang keahlian dan keterampilannya.
Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional
senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional.
Jumlah tenaga fungsional ditetapkan sesuai kebutuhan dan beban kerja,

berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja.
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2.2 Sumber Daya Manusia Sekretariat Daerah
Sampai dengan akhir Tahun 2021 gambaran tentang sumberdaya manusia

Sekretariat Daerah adalah sebagai berikut:

1. Jumlah pegawai keseluruhan adalah 121 orang terdiri atas 70 laki-laki dan 51
orang perempuan.

2. Tingkat Pendidikan pegawai Sekretariat Daerah adalah Lulusan S3 sebanyak 1,
S2 sebanyak 23 orang, S1/D4 sebanyak 59 orang, D3 terdapat 10 orang,
sedangkan sisanya adalah lulusan SMA sekitar 27 orang dan SMP 1 orang.

3. Kesemuanya itu yang menduduki Eselon II adalah 6 orang yakni Sekretaris
Daerah, Asisten dan Staf Ahli, Eselon III 8 orang, Eselon IV 23 orang, dan
mayoritas atau sebanyak 84 orang adalah pegawai non eselon.

Gambaran lebih jelasnya tentang kondisi sumberdaya manusia Sekretariat

Daerah terlihat seperti dalam Tabel berikut ini:

DATA APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT PEMERINTAH KOTA TARAKAN PER DESEMBER

2021
TINGKAT PENDIDIKAN GOLONGAN
BAGIAN JUMLAH | | | p ' ,
ASN SLTP SITA | D3 | D4 | Stiszissiwv|im|inili
SEKRETARIS
DAERAH, ASISTEN, 6 6 | - 0 0 0 0 2 | 4|0|6]0]|0]o0
STAF AHLI
BAGIAN UMUM 33 21| 12 2 15 2 o |11 2|01 ]|19]13]0
BAGIAN 7
i R— 10 5| 5 0 2 2 0 3| 211]1]|8]1]o0
BAGIAN
BEAERIREALIER 11 6 | 5 0 2 2 0 71lo0lo|2|7]2]o0
BAGIAN
prieayih 14 4 | 10 0 2 0 o |11 |1 |o]l2]10]2]o0
BAGIAN
KESEJAHTERAAN 13 8 | 5 0 4 3 0 5 | 1]/0|1|8]|4flo0
RAKYAT
BAGIAN HUKUM 12 5 | 7 0 1 0 0 2 9 lo1(10]1]0
BAGIAN HUMAS a2
Solsh iy 8 5 | 3 0 1 0 0 5 | 20|16 1]o0
BAGIAN ADM
RN AN UREN 17 13 | 4 0 1 1 o |13 2011510
TOTAL 124 97 | 97 2 28 10 o0 | 59|23 | 1 |16|83|25]0
Sumber : Sekretariat Daerah Kota Tarakan Tahun 2021
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BAB III
ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan yang dilaksanakan oleh
Sekretariat Daerah Kota Tarakan yang berkaitan dengan pelayanan kepada
Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dapat diidentifikasi
3 (tiga) Kklasifikasi permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah, yaitu
permasalahan pada kebijakan, Program Kegiatan dan kebutuhan teknis
operasional.

Pada tataran Kkebijakan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi
permasalahan pelayanan Sekretariat Daerah sebagai berikut :
1. Belum Optimalnya peningkatan kualitas pelayanan Publik pada SKPD

termasuk Kecamatan.

Belum optimalnya capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

3. Belum maksimalnya evaluasi dari setiap produk hukum daerah yang
diterbitkan

4. Peraturan yang ada belum semuanya memenuhi kebutuhan masyarakat

5. Belum Optimalnya penataan ketatalaksanaan perangkat daerah

6. Belum Optimalnya penataan kelembagaan perangkat daerah

7. Belum maksimalnya penyusunan dokumen ANJAB ABK dan Evjab yang

menjadi dasar dalam penentuan kebutuhan pegawai.
8. Belum optimalnya penanganan permasalahan perekonomian dan

kesejahteraan sosial masyarakat kota.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian / Unit
Kerja di lingkungan Sekretariat Daerah dapat diidentifikasi permasalahan
pelayanan Sekretariat Daerah, sebagai berikut :
1. Masih ada SKPD yang menyampaikan LKIP Tahunan belum tepat waktu
Masih ada SKPD yang belum melakukan Reviu IKU Renstra
Masih ada SKPD yang menyusun PK tahun 2019 belum tepat waktu

Belum optimalnya Perencanaan Strategis tingkat SKPD

Ll

Prosentase SKPD yang melakukan penerapan dan pelaporan SPM belum
optimal.

6. Masih terdapat substansi peraturan perundang-undangan yang tidak
sesuai dengan materi muatan peraturan perundang-undangan

7. Peraturan perundang-undangan yang tumpang tindih
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2. Masih banyak terjadi konflik norma dan egosektoral Pemerintah Pusat
sehingga berdampak ke Pemerintah Daerah.

3. Kebijakan Pemerintah Pusat yang tidak konsisten dan tidak proporsional
dapat menimbulkan pengaruh terhadap kinerja Sekretariat Daerah.

4. Terlalu cepat dan sering berubahnya peraturan perundang-undangan oleh
Pemerintah Pusat yang tidak diikuti dengan peraturan pelaksanaannya
cenderung menyebabkan persepsi dan implementasi di daerah berbeda-
beda.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas secara umum isu-isu
strategis yang dihadapi oleh Sekretariat Daerah Kota Tarakan dalam kurun
waktu 2019-2024, adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Birokrasi Pemerintah Daerah merupakan faktor yang sangat
menentukan berjalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana
diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh
karena itu reformasi birokrasi pemerintah daerah sejak dicanangkan pada
tahun 2005, senantiasa harus dilanjutkan secara terus menerus sehingga
mampu beradaptasi dengan berbagai tantangan di masa depan yang semakin
kompleks dan beragam sejalan dengan perkembangan dan perubahan
kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah, tuntutan masyarakat serta
dinamika global yang senantiasa mempengaruhi manajemen penyelenggaraan
pemerintahan daerah.

Reformasi birokrasi pemerintah daerah yang harus dilakukan adalah
restrukturisasi dan  refungsionalisasi lembaga  perangkat  daerah,
ketatalaksanaan (mekanisme dan standar operasional prosedur), pelayanan
perijinan, sistem pengelolaan keuangan daerah, manajemen kepegawaian
daerah, manajemen pelayanan kepada masyarakat, sistem pengawasan dan
pengendalian internal serta artikulasi partisipasi masyarakat dalam
perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pemerintahan
daerah.

Sesuai dengan dasar hukum reformasi birokrasi dalam implementasi
Reformasi Birokrasi, seyogyanya Pemerintah baik pusat maupun daerah
menelaah dan menenerapkan kedelapan area perubahan, dimana kedelapan

area perubahan tersebut adalah :
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(Institutional re-egineering) yang ,ramping struktur, kaya fungsi. Keberhasilan
tujuan penataan organisasi tidak terlepas dari daya dukung penyelenggaraan
manajemen publik yang baik. Penataan kelembagaan/organisasi menyangkut
pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun
infrastrukturnya, sedangkan penyelenggaraan manajemen publik lebih kepada
menata pada sistem peyelenggaraan layanan publik yang lebih responsif dan
adaptif sesuai dengan tuntutan perkembangan jaman.

Faktor kunci keberhasilan restrukturisasi kelembagaan ini terletak pada
pemberdayaan masing-masing elemen di daerah, yaitu masyarakat umum
sebagai stakeholder, Pemerintah Daerah sebagai eksekutif dan DPRD sebagai
sebagai shareholder.

Jika demikian halnya, maka manajemen sektor publik perlu melakukan
perubahan menuju profesionalisme birokrasi dan lebih menekankan langkah-
langkah efisiensi dan profesionalisme birokrasinya, melalui penataan pegawai,
meninjau kembali model pendidikan dan pelatihan pegawai, memperbaiki
reward and punishment system, perbaikan kesejahteraan pegawai, serta

mengubah kultur organisasi.

4. Manajemen Keuangan dan Aset Daerah

Keuangan dan aset daerah merupakan salah satu modal utama dalam
penyelenggaraan pemerintah, oleh karena itu manajemen keuangan dan aset
daerah menjadi sesuatu hal yang strategis dalam pencapaian keberhasilan
pembangunan. Manajemen keuangan dan pengelolaan aset daerah lebih
diarahkan kepada entreupreneurnal management yang pada intinya diarahkan
pada pengelolaan keuangan dan aset daerah yang lebih berorientasi kinerja
(Performance Budget), bukan pada kebijakan (Policy Budget).

Sistem manajemen keuangan daerah (financial management system)
merupakan bagian penting dalam rangka mendukung terciptanya good
governance di daerah. Bagian-bagian lain yang sama pentingnya adalah
menata sistem pembiayaan, sistem penganggaran, dan sistem akuntansi serta
sistem pemeriksaan. Tuntutan pembaharuan sistem keuangan tersebut adalah
agar pengelolasan dana masyarakat
(public fund) dilakukan secara transparan dengan mendasarkan konsep value
for money sehingga tercipta akuntabilitas publik (public accountability).
Manajemen aset daerah meliputi beberapa tahap yaitu : perencanaan
kebutuhan, penganggaran, pengadaan, pendistribusian (termasuk

penyimpanan), penggunaan,pemeliharaan, dan penghapusan. Setiap tahap,
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bukan pemerintah. Namun, pemerintah memiliki begitu banyak akses untuk
bisa mengelola modal bersama dan jaringan kerja sehingga kedudukannya
dalam menciptakan kesejahteraan umum tak bisa digantikan. Disisi lain,
masyarakat yang terkelola dengan baik senantiasa akan menghasilkan

pemerintahan yang kuat pula.

Smart City: Dimaknai sebagai sebuah konsep perencanaan kota dengan
memanfaatkan perkembangan teknologi yang akan membuat hidup yang lebih
mudah dan sehat dengan tingkat efisiensi dan efektifitas yang tinggi.
Pengertian smart city secara umum dapat dilihat dari cara menyelesaikan
masalah dari tiga aspek utama kota: fisik, sosial dan ekonomi. sebuah kota
dapat dikatakan smart bila bisa memecahkan masalah dari ketiga aspek
tersebut dengan menggunakan teknologi dan sumber daya yang ada pada kota
tersebut secara efisien dan efektif. Ada 6 (enam) indikator utama smart city
(Boyd Cohen) menuju masyarakat maju dan sejahtera antara lain : Smart
Living atau hidup yang cerdas, Smart Governance atau Pemerintahan yang
cerdas, Smart Economy atau Ekonomi cerdas, Smart Mobility atau Mobilitas
cerdas, Smart Environment atau Lingkungan cerdas, dan Smart People atau

Masyarakat cerdas.

Misi merupakan upaya umum tentang bagaimana cara mewujudkan
Visi. Misi juga menjadi alasan utama mengapa suatu organisasi harus ada dan
bagaimana komitmen terus dijaga oleh segenap stakeholders selaku pemangku

kepentingan dalam pembangunan.

Dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah, maka

ditetapkan beberapa misi pembangunan jangka menengah Kota Tarakan 2019-
2024, yaitu:

1. Meningkatkan sumber daya manusia yang terampil, mandiri, berkualitas, dan berdaya
saing.

2. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, profesional, efektif dan
efesien yang berbasis pada sistem penganggaran yang pro-rakyat.

3. Meningkatkan dan mempercepat pembangunan infrastruktur publik yang cepat, mudah,
murah, adil, dan transparan.

4. Mengembangkan ekonomi daerah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat (ekonomi
pro rakyat) melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata dan pertanian dalam arti
luas.

5. Meningkatkan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam melalui peningkatan nilai
tambah yang berwawasan lingkungan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, kreatif
dan inovatif berbasiskan ilmu pengetahuan.
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20 Penyederhanaan perijinan
PROGRAM BIDANG BINA MARGA

21 Peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan darat dan jembatan.

PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Bantuan pupuk, bibit, sarana dan prasarana.

22
23 Fasilitasi pemasaran produk pertanian dan perikanan / kelautan

PROGRAM PENGEMBANGAN PASAR

24 Pengembangan Pasar Terpadu (Tradisional dan Modern)
25 Fasilitasi Pasar Sayur Subuh dan Siang
PROGRAM BIDANG INDUSTRI DAN PERDAGANGAN

Pengembangan sentra kawasan Industri Kecil, Menengah, dan Besar Terpadu

26

27
PROGRAM BIDANG OLAH RAGA, SENI BUDAYA , KEPEMUDAAN DAN KEWANITAAN

Pengembangan kawasan pergudangan

28 Pengembangan Olah Raga, Seni Budaya, kepemudaan dan kewanitaan.

PROGRAM LAYAK ANAK
29 Pembangunan Taman Bermain Ramah Anak (TBRA) satu kelurahan satu playground.

PROGRAM SMART CITY PLUS

30 Program Smart City Plus

Sumber : Bappeda Kota Tarakan 2019

3.3 Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri
Sebagai upaya keberlanjutan untuk mewujudkan Kementerian Dalam
Negeri menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik Dalam Negeri,
Meningkatkan Pelayanan Publik, Menegakkan Demokrasi dan Menjaga
Integrasi Bangsa dalam lima tahun ke depan seluruh pelaksanaan tugas dan
fungsi Kementerian Dalam Negeri akan dipandu dalam Visi:
“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif
(APPI) dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri, untuk
mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden: Indonesia Maju yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”.
Beberapa Kata kunci yang terkandung dalam Visi Kementerian Dalam
Negeri Tahun 2020-2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:
1) Adaptif.
Adaptif atau kematangan diri untuk menyesuaikan dalam setiap keadaan,
dapat dimaknai bahwa Kementerian Dalam Negeri ke depan mampu
memposisikan sebagai Kementerian yang dapat mengikuti setiap
perubahan dan perkembangan lingkungan strategis, memiliki tingkat
kepekaan yang cukup tinggi dan bersifat terbuka dalam menerima

perubahan yang cepat. Oleh karenanya diharapkan Kementerian Dalam
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1) Memperkuat implementasi ideologi Pancasila untuk menjaga kebhinekaan,
persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta karakter bangsa dan stabilitas
politik dalam negeri.

2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas SDM aparatur pemerintahan dalam
negeri dalam rangka pemantapan pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

3) Meningkatkan sinergi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
daerah dan desa, melalui efektivitas penyelenggaraan desentralisasi dan
otonomi daerah, penyelarasan pembangunan nasional dan daerah, pengelolaan
keuangan pemerintah daerah yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat,
peningkatan tata kelola pemerintah desa yang efektif dan efisien,
pendayagunaan administrasi kependudukan, serta penguatan administrasi

kewilayahan dan penyelenggaraan trantibumlinmas.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis
Tujuan penataan ruang kota yaitu mewujudkan tata ruang yang aman,

nyaman, produktif, efektif, efisien, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan,
berbasis perdagangan, jasa dan industri kreatif yang bertaraf nasional.
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
meliputi kajian fungsi, kedudukan, kebijakan dan strategi perencanaan tata
ruang. RTRW berfungsi sebagai :
a. penyelaras kebijakan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kota; serta
b. acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan

masyarakat untuk mengarahkan lokasi kegiatan dan menyusun program

pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang kota.

Kedudukan RTRW yaitu sebagai pedoman bagi :

a. penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD),
rencana rinci tata ruang kota, dan rencana sektoral lainnya;

b. pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kota;

c. perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor,
antar daerah, dan antar pemangku kepentingan,;

d. penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi; dan

e. penataan ruang kawasan strategis kota.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud
terdiri atas:

a. kebijakan dan strategi struktur ruang;
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Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:

a. perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung;

b. optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung

meliputi:

a. menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung;

b. mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;

c. mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau
kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumber
daya air dan kesuburan tanah serta melindungi kawasan dari bahaya
longsor dan erosi;

d. mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk
jalur hijau sempadan sungai, jalur tegangan tinggi, dan jalur rel kereta api,

€. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang ada dan tidak memberi izin
alih fungsi ke fungsi lain didalam mencapai penyediaan ruang terbuka
hijau;

f. melestarikan dan melindungi kawasan dan bangunan cagar budaya yang
telah ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan
wujud arsitektural,

g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan
perencanan tata ruang sebagai wadah dimana perencanan tersebut akan
diimplementasikan, sehingga lokasi dimana kegiatan akan dijalankan dapat
diarahkan. Dalam kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat
pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan
fungsi kota sebagai kota perdagangan dan jasa yang didukung industri kreatif
dalam lingkup Kawasan Perkotaan, perencanaan yang berkaitan dengan

pengembangan Tarakan sebagai kota jasa menjadi perhatian penting.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis Sekretariat Daerah Kota Tarakan

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Sekretariat Daerah Kota
Tarakan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi
perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan
pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan
yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan

pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi
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Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi SKPD adalah kondisi
yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi SKPD dimasa
datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan
yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar
atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang
untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis Sekretariat Daerah

Kota Tarakan dapat diidentifikasi beberapa hal sebagai berikut :

Isu Strategis Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi
Sekretariat Daerah Kota Tarakan dan Dinamika Lingkungan Strategis

—

Tupoksi

. Penyusunan kebijakan

Pemerintah Daerah

Isu Strategis

1. Optimalisasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Umum dan

2. Pengkoordinasian Otonomi Daerah
pelaksanaan tugas satuan 2. Penataan Produk Hukum dan
kerja perangkat daerah meningkatkan budaya taat hukum

3. Pemantauan dan evaluasi 3. Efektivitas penyelenggaraan tugas
pelaksanaan kebijakan dan fungsi perangkat daerah
daerah 4. Optimalisasi Pengendalian

4. Pembinaan administrasi dan Pembangunan dan

aparatur pemerintah daerah

pengembangan manusia yang

berdaya saing, perekonomian
yang kokoh serta kokohnya
interaksi sosial, budaya dan
kemasyarakatan.

5. Optimalisasi kapasitas pelayanan
aparatur dalam mendukung
penyelenggaraan pemerintahan

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan Sekretariat Daerah
Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai
atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun.
Dengan tujuan ini Sekretariat Daerah Kota Tarakan telah menetapkan
sasaran, dengan mempertimbangkan Sumber daya dan kemampuan yang
dimiliki, Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaiannya.
Untuk mewujudkan visi dan misi, baik dalam jangka menengah maupun
jangka pendek perlu dirumuskan tujuan dan

sasaran, yang dalam
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Menata ulang kelembagaan dan SDM birokrasi seyogyanya menjadi
prioritas pada semua tataran birokrasi, mengingat semakin Kketatnya
persaingan ekonomi kawasan pada masa mendatang.

Ketatnya persaingan akan menjadikan semakin sentralnya peran
birokrasi sebagai “center of activity” yang menjamin akselerasi berbagai
implementasi kebijakan dan program yang dirancang untuk memenangkan
persaingan.

Birokrasi harus mampu memberi sumbangsih dalam pemberdayaan
masyarakat, menjadi katalisator dan inovator serta membangun kompetisi
dalam arti positip, menjadikan birokrasinya saling bersaing, antar bagian
dalam memberikan pendampingan dan penyediaan regulasi dan barang-
barang kebutuhan publik.

Transformasi jiwa-jiwa entrepreneurship ke dalam birokrasi dapat
menjadi  alternatif solusi dalam menjawab tantangan tersebut,
mewirausahakan birokrasi sejatinya adalah sebuah usaha reformasi birokrasi
dari aspek sumber daya manusia, yang dapat dilakukan paralel dengan usaha
untuk mereformasi birokrasi dari aspek sistem dan kelembagaan birokrasi
yang ada.

Mentransformasikan jiwa-jiwa entrepreneurship ke dalam birokrasi,
membangun pemerintahan yang kompetitif dan berwawasan ke depan,
sebagaimana konsepsi David Osborne dan Ted Gaebler dalam buku

“Reinventing Goverment”.

Mengembangkan spirit wirausahawan pada birokrasi dapat menjadi
alternatif pilihan, dengan mewirausahakan birokasi akan menghasilkan
individu-individu birokrasi yang beroreintasi kepada tindakan yang bermotivasi
tinggi dalam menjalankan tugas-tugasnya, efesien, kreatif dan inovatif dalam
memasarkan potensi unggulan daerah, agar memiliki nilai tambah ekonomi
tinggi.

Sikap-sikap mental yang positif dari jiwa-jiwa entrepreneurship
seyogyanya dapat menjadi sebuah daya yang besar dalam mengoptimalkan
kinerja birokrasi dalam mengembangkan investasi, mengatasi masalah
ketenagakerjaan, pembangunan infrastruktur dan mengembangkan ekonomi
kreatif.

Optimalisasi kinerja birokrasi sangat dibutuhkan dalam memenangkan

kompetisi yang terjadi di segala lini dari mulai persaingan mendapatkan
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Berdasarkan wuraian Tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
Pelayanan Sekretariat Daerah Kota Tarakan 2019-2024 tersebut diatas dapat
menunjukan gambaran hasil yang ingin dicapai oleh Sekretariat Daerah Kota
Tarakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Rencana Strategis ini
merupakan Rencana Strategis Sekretariat Daerah yang telah di revisi,
Pernyataan Tujuan dan sasaran ditunjukan dengan target capaian kinerja
terukur (kuantitatif maupun kualitatif) yang direncanakan pencapaiannya
melalui target kinerja sasaran tahunan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Dalam rangka memenuhi Kkinerja sasaran setiap tahun tersebut
diperlukan cara untuk mencapainya, cara mencapai sasaran berbentuk strategi
dan kebijakan dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan internal dan
eksternal yang mendukung dan menghambat pencapaiannya, untuk itu
dilakukan analisis lingkungan internal dan eksternal sehingga diperoleh
formulasi strategi dan kebijakan yang tepat di lingkungan Sekretariat Daerah

Kota Tarakan.

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rencana Strategis merupakan rencana yang komprehensif dan terpadu
mengenai upaya-upaya penetapan kebijakan serta program operasional dengan
memperhatikan sumber daya organisasi dan keadaan lingkungan yang dihadapi.
Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan maka perlu
ditetapkan kebijakan, program dan kegiatan yang tepat untuk mendukung
tujuan dan sasaran tersebut. Sekretariat Daerah Kota Tarakan menetapkan

kebijaksanaan, program operasional sebagai berikut :

Sasaran 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Akuntabilitas Keuangan

Strategi :
1. Mengoptimalkan peran dan fungsi dari Tim SAKIP Reviu
2. Meningkatkan koordinasi bidang perencanaan dan evaluasi kinerja
3. Meningkatkan kinerja penyelenggaraan otonomi daerah melalui
pelaksanaan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien untuk

optimalisasi pendayagunaan potensi daerah
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6. Seluruh SKPD wajib melaporkan Program Kegiatan terkait Bidang
Ekonomi serta Perusahaan Swasta/BUMN wajib melaporkan hasil

kegiatan CSR di Kota Tarakan

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Peran strategis Kota Tarakan tersebut, menuntut adanya peningkatan
pelayanan di berbagai sektor pembangunan baik lokal, regional maupun
nasional. untuk merespons tuntutan tersebut perlu dilakukan upaya reformasi
manajemen sektor publik dengan melakukan upaya: reengineering, revitalisasi,
restrukturisasi birokrasi kearah organisasi yang lebih modern, dengan
meredisain sejumlah proses pemerintahan dan merubah reorientasi organisasi
kearah organisasi yang lebih antisipatif, responsif dan adaptif terhadap
perubahan lingkungan strategis. Guna menghadapi tantangan termaksud perlu
melakukan sejumlah regulasi dan deregulasi terutama terhadap aturan dan
prosedur yang menghambat investasi.

Jumlah kebijakan yang dikembangkan meliputi kebijakan publik yang
mempunyai dampak bagi masyarakat luas baik secara langsung maupun tidak
langsung, kebijakan teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan teknis
organisasi, kebijakan alokasi sumber daya organisasi (sarana dan prasarana)
yang diperlukan untuk menunjang implementasi kebijakan publik dan
kebijakan teknis, serta kebijakan SDM (personalia), keuangan (penggunaan
sumber dana) dan kebijakan pelayanan publik dalam rangka memberikan
kepuasan kepada masyarakat. Program yang ditetapkan sebagaimana
dituangkan dalam kebijakan strategis tersebut di atas, selanjutnya perlu
diidentifikasi dan ditetapkan program yang akan dilaksanakan pada setiap
tahun yang bersangkutan, sebagai cara untuk sasaran yang telah ditetapkan.
Sebagai strategi operasional organisasi, cara untuk mencapai tujuan dan
sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijaksanaan dan program. Dari setiap
strategi tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas terhadap sistem
operasional dan aktivitas organisasi.

Berdasarkan strategi dan kebijakan yang telah diuraikan pada Bab
sebelumnya, maka ditetapkan Program yang direncanakan sebagai cara untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Program akan

dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Didalam program kerja
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BIDANG

Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

URUSAN Kondisi kinerja
PEMERINTAHA KONDISI TAHUN 2021 TAHUN 2022 TAHUN 2023 TAHUN 2024 pada alhir periode Perangkat
P N DAY INDIKATOR KINERJA KINERJA RPJMD daera<ns1:XMLFault xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat"><ns1:faultstring xmlns:ns1="http://cxf.apache.org/bindings/xformat">java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space</ns1:faultstring></ns1:XMLFault>